
GUBERhII-IR SUMATERA UTAR.A

PERATT'RAIT GUBERITUR SUMATERA UTARA
ITOMOR 45 TAIIUN 2OI2

TTITTANG

PERUBAHAT'I KEDUA ATAS PERATURAI'I GUBERITUR SIIMATERA UTARA
ITOMOR 6() TATIUIT 2O1O TENTANG PEDOMAN DAIT TATA CARA

PENGEI.IOLITAN BELITNJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA
BTL/TITJA TIDAK TERDUGA

DEI{GAIT RAIIMAT TUIIAN YANG IUAIIA ESA

GUBERIIUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan
Tatacara Pengelolaan Belanja bagi hasil dan Bantuan
Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 27 Tahlun 2Ol2 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun
2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan
Belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja
Tidak Terduga;

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pengelolaan Bantuan Keuangan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2072, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
60 Tahun 2O1O Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bagr Hasil Dan Bantuan Keuangan
Serta Belanja Tidak Terduga;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

b.

c.

Mengingat : 1.



2.

3.

4.

5.

6.

t.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrurr 2AC3 iforrror' 47, Tambahan i*ttbaram i'.iegar..a

Republik Indonesia Nomor aa35);

Un<iang--Unoang i'{omt-rr i Tahun 2OO+ LenLetng

Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia- Tahr,rn 2OO4 Nornor' 5, Ta-rnbahan L-.embara:r

Negara Republik Indonesia Nomor a286};

Undang-IJndarrg Nomor 1,5 Ta-hr-rn 2OO4 tenta-ng

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungf awab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
irrrlorresia Tahun 2i)A4 Nomor- i25, Tambairan Lembar-an

Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah d-iuhah !:eberapa k+li terakhir denga.n T-IndenE-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
? ! - - !! -1-1:1- t---!-----:- !!------- 4-rr!-i/trlliDaralr I\e$ara r(epUurlh. IIT(IUIiCSla i\Ulliul' +o'++i;

Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan anrara Pemerintah Pusat cian

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
InCcnesia Tahun 2004 llorrcr 126, Tarnbe.han I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Unciang-Unciang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan
Elarmntnr oi Lir Aar ElFl\I WonAqraon Parmnfar r{i Afaog's!rrrtJL'J! oi l Ltt .J6r u-ia rl!ri.i6.a4ri ulirrivv:Jr +i

Air (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara
tepubiik indonesia Tahurr 2004 Nomor i37, Tambai-ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2l;

Feratrrran Pemerintah Nomor 5E "l.ahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tehun 2005 lJcrnar 140, Tam,bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

ro.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran
ifegara Repubiiii ir*iriorresia Tairut- 2AA6 lioiRor' 2C,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
450q) seha-gaimana- tela-h clirrhah d-engan Peratr-tran

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Numor 78, Tambaharr irnri:ararr i{egara Rcpubiik
Indonesia Nomor a855);

Peraruran Pemerintah iVomor 5 Tahun 2OA9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
I\Tecc+a Fon, rhliL. f n4nnpc'in 'Trhr rn ?nOO l\lnrnnr' 1 PiaL6a*:G ir-:-i.Ju:Jiii-- iii+uir'-+i+ a+aiuii Lv'r ) !rui-iui :'-,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a9721;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2OOT tentang Pedoman Pengelolaan
Beiarrja Banituanr Kcuarrgan Femiiu Kepaia Daerair cian

Wakil Kepala Daerah;

Peraruran Menteri Daiam Negeri Repubiik Incionesia
Nomor L3 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan
Ilo'r^na^n f-!^^-^L o^Lr^a-i,t^-a fn!ah r:littltoL Annnnni=r!Uqirb*il L 4'y:ql! J'-U*ti*lil!+r-_+ LLi+!r _*rurali u'-rib+l^

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zOlL
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Fengeioiaan Barang ivf iiik Daer-ah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
i{omor 55 Tahun 2UO8 tentang Tatacara Penatausahaan
dan Pen5rusunan Laporan Pertanggungjawaban
E)^-J-l^^+a aarla Da-"^**^:^--='^.i'uiiu*ii*i n sLi La 1 v-iJ drziiJaqLii: a'

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahwn 2OO9
'!ar ! rr-r D.-=-I,^.="e.-*'F+!.-..^-=-.' f).---!-;l T)--=--,-.-.-----LVrrL@r6 r vqvrlt4ll rqLqv4rq . vrr6rrrLqrr6qrr, r vrr6qrr56qr4r

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggunglawaban Penggxrnaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Pera-trr-ra-n Da-erah Nomor ? Tah,,-rn 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

LZ.

13.

Lq.

15.

16.

17.

1.8.



19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Srrrtiatcra Utai'a (i,erni-rarettr Dacr=artr Fiuvilsi Surnaiei-a
Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan I-embaran
Da-erah Pro.rinsi Sr-r-ma-tera- Utara Nomor 8!;

2A. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang
A--o-ioaoi rI^- tT.afa Wario f amhoaa 'Tplznic T-\aarahUi 6crii4+i **i: : *Lq rr!:JA Lui:rL'i6a I Lilj-:s L'uLl a::

Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaga Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

rr 1MZUUy I\UInUr Z, iafiIUanail. ITUmUafAII lJaEfa.fi i.rUVrIISl

Sumatera Utara Nomor 13);

22. Peraturan Daerah iriomor 6 Tahun 2AOg renrang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Drnrrinai Qrrmofnra f Tforc /T a,alroao T.\anral: Dr-ntrinoii i.J.ia:i+a .iulti+!.v:+ =J!*q i-'va^:u+EJ+ uq!:qr: I iJrii!*l

Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tahun 2O1O

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
!! -!,- ! n - : : d,- -, - YYr 6 ! 4414
trrcufuaH,a ua.Cfa,LI fiUvIIiSl i)LiIIIaLCI'a L/'Lara IaIIuIi Z\JIU
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Slrmatera l-Itara. Nomor 2.3);

24. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2OA9 tentang
Dafrrnirrlz Dol^I.--*^^- Defatqfan Daefah PfCt_'i.nSia =-Lqr:j'+:-L yviql_L_-*la+*i a

Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2AO9 tentang
Pengelolaan Barans Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara);

25. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2OLO tentang
Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja bagi hasil
dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga
sebagaimana teiair diubai: dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2OL2 tentang
Pen-rbahan atas Perab:r'an Guber-nur Sr:matera ljtara
Nomor 60 Tahun 2O1O tentang Pedoman dan Tatacara
Pengelolaan Belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan
Serta Belanja Ticiak ?erduga;

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang
Feru-hahan Anggaran Pendapatan <ian Beianja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL2 (Berita
Daerah .Drcr4nsi Sumatera Lltara Tahun ?01" lJomcr 3);



27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun
2A12 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2072
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OL2

Nomor 43).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERIIUR
ST'}IATERA UTARA ISOMOR 60 TATIUN 2O1O TEilTANG
PEDOMAIT DAIT TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA
BAGI HASIL DAIT BAITTUAT XEUAITGAT{ SERTA BELAITJA
TIDITK TERDUGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 6O Tahun 2O1O tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta
belanja tidak terduga, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur SumateraUtara
Nomor 60 Tahun 2O1O tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta
Belanja Tidak Terduga, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat menjadi :

(8) Menyesuaikan terhadap Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2A12, Transfer dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan secara sekaligus dengan
ketentuan:

a. Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan
bahwa bantuan keuangan dimaksud
dialokasikan pada P.APBD Kabupaten / Kota.

b. Permohonan pencairan dana dimaksud dari
Kepala Daerah untuk ditransfer ke rekening Kas
Daerah Kabupaten I Kota.

c. Kwitansi tanda terima atas dana dimaksud.

2. Ketentuan Pasal L2 Ayat (8) dan (9) lama diubah
menjadi Ayat (9) dan (1O) baru.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Desember 2OL2

PTt.GT'BERITUR SI'MATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO ITUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal tT PtranLf aoll

SEKRETARIS DAERAH,

/t -,
NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL2 NOMOR 4'


